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ABSTRAK

Perencanaan pembangunan di Indonesia melalui forum musyawarah perencanaan
pembangunan (musrenbang) yang telah berlangsung 20 tahun lamanya sejak
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional yang antara lain menerapkan pendekatan perencanaan
partisipatif belum mampu memenuhi dan mengakomodasi usulan-usulan dari
masyarakat terutama kelompok-kelompok rentan. Keterbatasan ruang dan wadah
aspirasi menyebabkan kelompok rentan seringkali tidak dapat menyampaikan
aspirasi dan usulannya dalam musyawarah pembangunan daerah yang
menyebabkan berbagai kelompok rentan tersebut seperti kelompok perempuan,
kelompok anak, dan kelompok disabilitas masih belum mendapatkan keberpihakan
dalam proses pembangunan. Tindakan korektif diperlukan guna mencapai
demokrasi yang lebih setara dan deliberatif salahsatunya melalui pendekatan lain
dalam teori perencanaan rasional komunikatif yaitu perencanaan deliberatif.

Penelitian ini mengkaji perencanaan deliberatif untuk kelompok rentan di
Kabupaten Tegal, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat, dan
merumuskan model pengembangan perencanaan deliberatif untuk kelompok rentan
di Kabupaten Tegal dengan strategi penerapannya, serta ditujukan untuk
merekonstruksi kembali teori perencanaan deliberatif dalam konteks musywarah
perencanaan pembangunan (musrenbang) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan
tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan situs penelitian di Kabupaten
Tegal. Pemilihan narasumber informan didasarkan atas teknik purposive sampling
sejumlah 32 informan. Teknis analisis data menggunakan moel analisis tematik
Braun & Clarke yang terintegrasi dengan aplikasi analisis olah data kualitatif
Atlas.TI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori Perencanaan Deliberatif termanifestasi
dalam kebijakan Musrenbang Tematik Pemerintah Kabupaten Tegal yang khas
dimana kepesertaannya dikhususkan kepada kelompok-kelompok rentan dan
menjadi bentuk antitesis atas paradigma perencanaan partisipatif yang selama ini
dipergunakan dalam Musrenbang Daerah. Peneliti memberikan rekomendasi model
pengembangan perencanaan deliberatif untuk kelompok rentan dengan
menekankan pada dimensi dukungan politik kepala daerah dan elite daerah,
kesiapan sumber daya, dan komitmen dari peserta perencanaan.

Kata Kunci:

Perencanaan Deliberatif, Kelompok Rentan, Perencanaan Pembangunan



ABSTRACT

Development planning in Indonesia through the development planning forum
(musrenbang) which has been going on for 20 years since the enactment of Law
Number 5 of 2004 on the National Development Planning System by implementing
a participatory planning approach has not been able to meet and accommodate
proposals from the community, especially vulnerable groups. With limited space
and aspiration forums, vulnerable groups are often unable to convey their
aspirations and proposals in regional development which causes various
vulnerable groups such as women's groups, children's groups, and disability groups
to continue to experience discrimination. In achieving a more equal and
deliberative democracy, there is another approach in the theory of communicative
rational planning, namely deliberative planning.

This study examines deliberative planning for vulnerable groups in Tegal Regency,
identifies driving and inhibiting factors, and formulates a deliberative planning
development model for vulnerable groups in Tegal Regency with its implementation
strategy, and is intended to reconstruct the theory of deliberative planning in
development planning forums (musrenbang) in Indonesia. This study used a
descriptive qualitative approach, with the research site in Tegal Regency. The
selection of informants was based on a purposive sampling technique with 32
informants. Data analysis used the Braun & Clarke thematic analysis model
integrated with the qualitative data analysis application Atlas.TI.

The results of the study indicate that Deliberative Planning Theory is reflected in
the policies of the Tegal Regency Government's distinctive Thematic Development
Planning Forum (Musrenbang), where participation is limited to vulnerable groups
and is antithetical to the participatory planning paradigm that has been used in the
Regional Development Planning Forum (Musrenbang Daerah). The researcher
provides recommendations for a deliberative planning development model for
vulnerable groups by emphasizing the dimensions of political support from regional
heads and elites, resource readiness, and commitment from planning participants.

Keywords:

Deliberative Planning, Vulnerable Groups, Development Planning
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DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

APBD

ASN

Atlas.Ti

Bappedalitbang

Density

Grounded

IGA

Kemendagri

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
adalah bagian dari rencana keuangan pemerintahan di
tingkat daerah yang berlaku selama satu tahun.

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam
mengolah data kualitatif.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan (Bappedalitbang) merupakan unsur
penunjang urusan pemerintahan Bidang Perencanaan
dan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Banyaknya keterkaitan suatu nodes/faktor/aspek dengan
faktor/aspek lainnya dalam aplikasi Atlas.Ti.

Banyaknya sitasi yang muncul selama proses
wawancara peneliti dengan setiap narasumber dalam
aplikasi Atlas.Ti.

(Innovative Government Award) merupakan apresiasi
pemerintah pusat kepada Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota terhadap semangat dan keberhasilan
pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah
daerah dengan cara-cara inovatif.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
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KemenPAN & RB

KUA-PPAS

Musrenbang

OPD

Pagu Indikatif

Pelayanan Publik

Pembangunan Daerah

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.

Kebijakan Umum Anggaran — Prioritas Plafon
Anggaran Sementara merupakan dokumen perencanaan
anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah untuk
menjelaskan kebijakan umum dalam pengelolaan
keuangan dan prioritas anggaran sementara. KUA-
PPAS berfungsi sebagai dasar untuk menyusun
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) yang mencakup alokasi anggaran berdasarkan
prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam tahun anggaran berjalan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum
untuk menyusun rencana pembangunan nasional dan
daerah yang diselenggarakan di berbagai tingkatan
pemerintahan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten
atau kota, provinsi, hingga nasional.

Organisasi Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah
(Perangda) adalah organisasi atau lembaga pada
pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada
Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan di daerah.

Pagu indikatif adalah perkiraan alokasi dana sementara
yang diberikan untuk suatu unit atau program dalam
anggaran, yang masih bisa berubah sebelum anggaran
final disetujui.

Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara
dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.

Usaha yang sistematik dalam memanfaatkan sumber
daya yang dimiliki oleh daerah dalam rangka
mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara melalui
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PERDA

PerKaDa

PIK

RKPD

RPJMD

RPJPD

SAKIP

berbagai kebijakan antara lain peningkatan dan
pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja,
lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan
yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama
Kepala Daerah.

Peraturan Kepala Daerah yang meliputi Peraturan
Bupati untuk daerah tingkat Kabupaten, Peraturan
Walikota untuk daerah tingkat Kota, dan Peraturan
Gubernur untuk daerah tingkat provinsi.

Pagu Indikatif Kecamatan adalah sejumlah pagu
maksimal anggaran yang penentuan alokasi belanjanya
ditentukan untuk wilayah kecamatan dengan mekanisme
partisipatif melalui musrenbang kecamatan berdasarkan
kebutuhan dan prioritas program

Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah penjabaran
RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya
dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah
(RKP).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah
dengan jangka waktu periode 5 tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) merupakan dokumen perencanaan daerah
dengan jangka waktu periode 20 tahun.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
dimana sistem ini merupakan integrasi sistem
perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem
pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan
sistem akuntabilitas keuangan.
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SDM

SIPD

SKPD

Stakeholder

Triangulasi

Sumber daya manusia adalah salah satu yang sangat
penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah
organisasi, baik instansi maupun perusahaan.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah adalah inovasi
yang menyampaikan informasi pembangunan daerah,
keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah
lainnya dalam satu sistem yang terintegrasi.

Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur perangkat
daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan
urusan pemerintahan daerah pada lingkup kerja yang
dipimpinnya.

Semua pihak baik itu individu, komunitas atau
kelompok masyarakat yang memiliki hubungan dan
kepentingan terhadap organisasi.

Adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan
sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data
tersebut.
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